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ABSTRACT 

Entering the era of reform and the change (amendment) UUD 1945 then there is a change of 

legal plural lines in the concept of national development, with the issuance  legislation No. 17 

year 2007 on RPJPN, the National Guidelines of State Policy (GBHN) are no longer used as 

previously practiced. Thus, a guide is needed that will drive various development agendas at 

every level in a coordinated context with each other.
2
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ABSTARK 

 

Memasuki era reformasi dan perubahan (amendemen) UUD 1945 maka terjadi perubahan 

garis plural hukum dalam konsep pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya peraturan 

perundang-undangan No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN, Pedoman Nasional Kebijakan 

Negara (GBHN) tidak lagi digunakan seperti sebelumnya dipraktekkan. Dengan demikian, 

diperlukan sebuah panduan yang akan mendorong berbagai agenda pembangunan di setiap 

tingkat dalam konteks terkoordinasi satu sama lain 
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2
 Memasuki era reformasi dan terjadinya perubahan (amandemen) UUD1945 maka terjadi perubahan 

garis plitik hukum dalam konsep pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2007 tentang 

RPJPN, maka Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi digunakan  sebagaimana pernah dipraktekkan 

sebelumnya. Sehingga, dibutuhkan suatu panduan yang menjadi penggerak berbagai agenda pembangunan di 

setiap tingkatan dalam konteks saling terkoordinasi satu sama lain. 
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PENDAHULUAN 

Memasuki tahun1966, terjadi perubahan tatanan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan 

orde lama berakhir dan pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Soeharto dimulai. 

Kebijakan dasar yang digunakan oleh pemerintahan baru adalah melaksanakan UUD 1945 

secara murni dan konsekuen. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 

digunakan sebagai landasan ideal segala kegiatan, sedangkan UUD 1945 dijadikan sebagai 

landasan konstitusional.  

Anti kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dikumandangkan sebagai strategi 

menata kesatuan dan persatuan bangsa. Orientasi pemerintahan baru ditekankan pada 

pembangunan bidang ekonomi, sehingga peran politik revolusioner mulai dikesampingkan. 

Setelah kehidupan politik mulai kondusif dan terkendali MPR segera membentuk GBHN 

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 UUD 1945.
3
 Haluan negara yang dituangkan dalam 

Tap MPR ini wajib dijalankan oleh Presiden selaku mandataris MPR, karena Presiden 

diangkat dan bertanggung jawab pada MPR. Dalam hal ini, Presiden tidak neben tapi 

untergeornet kepada MPR.
4
 

Pembentukan GBHN ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perjalanan 

Pembentukan GBHN ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perjalanan bangsa yang 

sedang menjalani proses pembangunan, dengan tujuan mewujudkan keadaan yang di inginkan 

dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

GBHN tersebut adalah produk politik secara resmi dan transparan dari pihak MPR, yang 

dapat dibaca secara terbuka oleh semua organ, dan dapat diterjemahkan kedalam berbagai 

bahasa di dunia , sehingga organ-oragan negara-negara lainpun tahu bagaimana kondisi 

penegakan hukum tanah air kita.
5
 

 Dalam kurun waktu 32 tahun pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan 

nasional yang sama (Presiden Soeharto), MPR telah berhasil menetapkan sebanyak 6 GBHN 

(GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998). Artinya setiap sidang 5 tahunan, MPR 

menjalankan tugas rutin menetapkan GBHN yang akan diamanatkan kepada Presiden. 

Rutinitas yang dilakukan oleh MPR ini seakan tidak melihat faktor riil kebutuhan dan 

perkembangan hukum masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari format dan rumusan tujuan 

                                                           
3
Perubahan masyarakat saat itu memasuki babak baru yang disebut sebagai modernisasi dan 

pembangunan yang melibatkan perombakan-perombakan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo, Hukum dan 

Perubahan Sosial, Alumni Bandung, 1979, hlm. 12 
4
 Penjelasan UUD 1945 

5
 M.Solly Lubis, Reformasi Politik Hukum: Syarat Mutlak Penegakan Hukum yang Paradigmatik, 

disampaikan pada ulang tahun ke 80. M. Solly Lubis pada tanggal 11 Februari 2010. hlm. 2 
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pembangunan nasional dari keseluruhan GBHN tersebut satu sama lain memiliki kesamaan 

yaitu
6
: 

―Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan 

makmur yang materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana 

peri kehidupan Bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan 

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai‖. 

 

Memasuki era reformasi dan terjadinya perubahan (amandemen) UUD 1945 maka 

terjadi perubahan garis plitik hukum dalam konsep pembangunan nasional, dengan 

dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, maka Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) tidak lagi dikenal sebagaimana pernah dipraktekkan sebelumnya. Sehingga, 

dibutuhkan suatu panduan yang menjadi penggerak berbagai agenda pembangunan di setiap 

tingkatan dalam konteks saling terkoordinasi satu sama lain. Undang-Undang RPJPN bermula 

saat pemerintah mengajukan draft RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. RUU ini adalah tindak 

lanjut atas Surat Presiden No. R-01/PU/III/2005 tertanggal 18 Maret 2005 yang telah 

disampaikan kepada DPR. Usaha tersebut merupakan konsekuensi atas keluarnya Undang-

Undang NO 25 tahun 2004 tentang Sistem  perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1), yang mengamanatkan adanya suatu 

dokumen negara  mengenai perencanaan jangka panjang.
7
 

RPJPN dapat menjadi panduan untuk menentukan arah pembangunan selama jangka 

waktu yang panjang, yaitu selama 20 tahun, meskipun pengesahannya adalah pada 5 Februari 

2007, nomenklatur    tahunnya yaitu sejak 2005, sudah terlampaui selama 2 tahun. Panduan ini 

sekaligus memuat berbagai visi dan misi yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai 

program yang ada hingga di tingkat agenda kerja di lapangan. Bagi daerah sendiri, Undang-

Undang RPJPN penting dipelajari, karena kegiatan yang dilakukan dirinya adalah berdasarkan 

acuan yang jelas, terjadi sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan. 

Bahkan, ini tidak akan terlepas dari proses pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh 

masing-masing kementerian/lembaga. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

                                                           
6
 Tap MPR No. IV/MPR/1973, Tap MPR No. IV/MPR/1978, Tap MPR No.II/MPR/1983, Tap MPR No. 

II/MPR/1988, Tap MPR No. II/MPR/1993, dan Tap MPR No. II/MPR/1998, yang semuanya tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. 
7
 Prayudi, RJPN Tahun 2005-2025 Sebagai Landasan Pembanguan Politik Memperkuat Demokrasi, 

(Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 3, September 2007), hlm. 95 
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Nasional/Kepala Bappenas berusaha untuk menghimpun dan menganalisis lebih lanjut 

berbagai hasil pemantauan pelaksanaan RPJPN dari masing-masing pimpinan, kementerian 

atau lembaga negara terkait.
8
 Keterkaitan antar bidang tugas dan kewenangan ini sangat 

penting, karena otonomi daerah yang berkembang luas pasca tahun 1998 sangat memerlukan 

koordinasi kebijakan antar setiap tingkatan pemerintahan.  

Koordinasi yang dibangun sangat kondusif bagi upaya mendorong kesejahteraan 

masyarakat setempat, dan sekaligus memerangi tindakan korupsi (fight against corruption) 

secara sistematis atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan aparat, 

karena telah merugikan negara.  

Undang-undang RPJPN tidak saja merupakan perintah legislalistik tentang 

perencanaan, tetapi juga mempunyai dimensi historis dan tantangan tersendiri di tengah 

perubahan sosial politik yang terjadi di era reformasi. Dalam konteks pembangunan politik, 

secara teoritis muncul kritik bahwa ukurannya dianggap kurang nyata (tangible) dan canggih 

(sophisticated).
9
 Dalam konteks ini, sistem politik menjadi penting terhadap tantangan dan 

wilayah yang bersifat umum. Pertama yaitu, mengendalikan dan mengatur penduduk dan 

sumber daya negara. Kedua, memobilisasi sumber daya yang ada untuk mendukung tujuan 

pembangunan ekonomi dan modernisasi sosial. Ketiga, mampu mendampingi dan 

mengakomodasi tuntutan sebagai akibat proses sosial yang cepat dan mobilisasi ekonomi, 

tanpa kehilangan control terhadap penduduk.
10

  

Dalam Undang-Undang RPJPN Tahun 2005-2025. masing-masing kondisi umum dan 

tantangan yang dihadapi, diformulasikan dalam tujuan untuk mewujudkan kondisi terbaik 

yang ingin dicapai. Tujuan tersebut memuat beberapa sasaran pokok dalam dua puluh tahun 

mendatang yaitu:    

1. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan 

beradab. 

2. Bangsa yang berdayasaing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan 

sejahtera. 

3. Masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan. 

                                                           
8
 Lihat tentang kewenangan ini dalam Pasal 7 Undang-Undang RPJPN. 

9
Monte Palmer, Dilemas of Political Development Areas: An Introduction to Politics of Developing 

Areas, FE Peacock Publisher, Inc., Itasca, 3
rd

 Edition, Illinois, 1980, hlm. 3. 
10

 Ibid., hlm. 5  
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4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan 

wilayah Negara Kesetuan Repubtik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. 

6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari. 

7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 

8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan internasional.
11

 

 

Setelah terjadi perombakan struktural kelembagaan negara dan masyarakat secara 

radikal melalui amandemen UUD 1945, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala 

daerah (pilkada) menjadi sebuah agenda di pusat dan daerah yang sangat kuat berkembang 

dengan alasan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Sejak tahun 2004, pemilihan dua tahap 

antar paket Presiden dan Wakil Presiden serta berlanjut dengan Pilkada secara langsung oleh 

rakyat, membuat pola perencanaan pembangunan menjadi sesuatu yang sangat crusial 

dipikirkan dalam konteks secara lebih menyeluruh dibandingkan sebelumnya. Program 

pemerintah tidak lagi dapat dipatok secara ketat dalam target perencanaan yang dibuat 

sebelumnya, karena sangat bergantung pada visi, misi, dan sekaligus rencana program 

masing-masing kandidat yang dilontarkan waktu kampanye. Kompleksitas mengenai 

relevansi perencanaan pembangunan dan platform politik dari setiap pasangan kandidat ini 

semakin menguat, karena peta politik atas kemungkinan munculnya calon independen, harus 

mempertimbangkan pula arti politik yang dihadirkan oleh peta koalisi antar partai, atau 

tampilnya partai secara tunggal di belakang paket sang kandidat. Pada setiap kandidat yang 

muncul sebagai pemenang akan menyusun janji-janji kampanye dalam bentuk perencanaan 

pembangunan selama kurun waktu jabatannya, yaitu lima tahun. 

Untuk melihat Program Nasional dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono  dan Mohammad Jusuf Kalla. Sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan 

selama 5 tahun, telah disusun Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2004-2009 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005. Dalam RPJMN 

2004-2009. dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono  Sebagai 

landasan dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun, telah disusun Rencana 

                                                           
11

 Lihat lebih lanjut hal-hal yang menjadi indikator di setiap tujuan tersebut dalam Bab IV tentang Arah, 

Tahapan, Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 
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Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 yang ditetapkan melalui 

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010. Dalam RPJMN 2010-2014.Dapat dilihat secara umum 

dari skema satu, dua dan tiga, serta skema garis politik hukum GBHN RI dan RPJPN. 

 

Skema :1 

Visi-Misi SBY-JK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RPJMN 2004-209 

VISI-MISI 

SBY-JK 

 

RPJMN 

2004-2009 

I 
Menciptakan 

Indonesia yang 

aman dan damai. 

III 

Meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

II 

Mewujudkan Indonesia 

yang adil dan 

demokratis. 
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Skema : 2 

 

Visi-Misi SBY-Boediono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RPJMN 2010-2014 

 

VISI-MISI 

SBY-BOEDIONO 

RPJMN 

2010-2014 

I 
11 PRIORITAS  

NASIONAL + 3 

PRIORITAS  

NASIONAL 

LAINNYA 

III 
PRIORITAS 

REGIONAL 
SUMATERA 

JAWA 

BALI 

KALIMANTAN 

SULAWESI 

NUSA TENGGARA 

MALUKU 

PAPUA 

II 
PRIORITAS BIDANG 

SOSBUD 

EKONOMI 

IPTEK 

SARA-PRASARAN 

POLITIK 

HUKUM 

HUKUM DAN 

APARATUR 

WILAYAH DAN TATA 

RUANG 

SDA DAN LH 
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Skema: 3  

Prioritas Nasional dalam RPJMN 2009-2014 

 

1.  Reformasi birokrasi dan Tata kelola 

2.  Pendidikan 

3.  Kesehatan 

4.  Penanggulangan Kemiskinan 

5.  Ketahan Pangan 

6.  Infrastruktur 

7.  Iklim Investasi dan Iklim Usaha 

8.  Energi 

9.  Lingkungan Hidup 

10. Daerah Tertingga, Terdepan, Terluar, dan 

Pasca-konflik 

11. Kebudayaan, kerativitas dan Inovasi Teknologi   

 

 

 1. PRIORITAS BIDANG HUKUM 

 2. PRIORITAS BIDANG EKONOMI 

 3. PRIORITAS BIDANG KESRA

11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya 

Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 
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SKEMA: 4 

PEMBINAAN POLITIK HUKUM  SEBAGAI SUBSISTEM PEMBANGUNAN HUKUM 

MENURUT GBHN 

 

2                                                                                                                     

 Feed back/ inputs mengenai potensi bagi pembangunan politik hukum  

                                         

 

 Misi 

1   

         

 4        5            6                        7  8   visi 

      

 

  

  

 

 

 

 

      9 

                                                                      Feek Back mengenai sikon bagi  pembangunan politik hukum 

 

 

 

Sumber: Hasil Derivasi Sistem Kehidupan Nasional dalam Buku Sistem Nasional, Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH 

Potensi di Bidang 

Politik Hukum 

1. SDM 

2. Peraturan 

Hukum 

3. Perangkat 

Pendukung 

 
 

Paradigma Politik 

Hukum: 

1. Filosofis 

2. Yuridis 

3. Politis 

Yang relevan   dengan 

GBHN 

 

 

Politik 

Hukum 

yang  

dicita-

citakan 

 

 

Implemen

tasi 

GBHN 

 

Garis politik 

pembangunan 

Bidang politik 

hukum menurut 

GBHN 

 

 

Pembentu

kan  

GBHN 

 

Wawasan 

politik 

pembanguna

n menurut 

GBHN 

 

INTERAKSI 

Situsi dan kondisi 

yang sedang 

berkembang di bidang 

politik hukum 

 Monitoring 

Dan Evaluasi 

3 
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  Penerbit Mandar Maju, Bandung 2002 

 

SKEMA: 5 

PEMBINAAN POLITIK HUKUM SEBAGAI SUBSISTEM PEMBANGUNAN HUKUM 

MENURUT RPJPN 

2                                                                                                                      

   Feed back/ inputs mengenai potensi bagi pembangunan politik hukum  

                                                               

Misi 

1          

  

 4         5              6                        7                    8       

Visivisi                              Visi 
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                                                                   Feed Back mengenai sikon bagi  pembangunan politik hukum  

 

 

 

 

 

 

Potensi di Bidang 

Politik Hukum 

1. SDM 

2. Peraturan 

Hukum 

3. Perangkat 

Pendukung 
 

Paradigma Politik 

Hukum: 

1. Filosofis 

2. Yuridis 

3. Politis 

Yang relevan   dengan 

RPJPN 

 

 

Implementasi 

RPJPN 

 

 

Pembentukan  

RPJPN 

 

Wawasan 

politik 

pembanguna

n menurut 

RPJPN 

 

Garis politik 

pembangunan 

Bidang politik 

hukum menurut 

RPJPN 

 

Politik 

Hukum 

yang  

dicita-

citakan 

 

INTERAKSI 

Situsi dan kondisi 

yang sedang 

berkembang di bidang 

politik hukum 

 

Monitoring 

Dan Evaluasi 

3 
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Sumber: Hasil Derivasi Sistem Kehidupan Nasional dalam Buku Sistem Nasional, Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH 

  Penerbit Mandar Maju, Bandung 2002 
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GARIS POLITIK HUKUM MENURUT GBHN DAN RPJPN  

 

a. Garis Pelitik Hukum Menurut GBHN RI 1998 

 Dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 2: Pembangunan Hukum GBHN 1998 

KOMPONEN 

Materi 

Hukum 

Aparatur 

Hukum 

Sarana dan 

Prasarana 

Hukum 

Budaya 

Hukum 

Hak Asasi 

Manusia 

Menegakkan 

Hukum tertulis 

dantidak 

tertulis. 

Membangun 

aparatur yang 

profesionalisme. 

Peningkatan 

dukungan 

perangkat 

aparat penegak 

hukum. 

Membangun sikap 

dan perilaku 

masyarakat dan 

aparat penegak 

hukum yang 

menjunjung 

hukum dan HAM. 

Menghendaki terw

ujudnya: Hak 

untuk hidup, hak 

memeluk agama 

masing masing, hak 

berkeluarga dan 

memperoleh 

keturunan, hak atas 

pendidikan, hak 

berusaha, hak 

milik perseoranga, 

hak memperoleh 

kepastian hukum, 

hak persamaan di 

depan hukum, hak 

berserikat dan 

berkumpul, serta 

menghormati 

instrumen HAM 

internasional. 

Penyusunan 

Polegnas, 

mengganti 

hukum kolonial, 

Pemberdayaan 

profesi hukum, 

organisasi dan 

lembaga hukum. 

Kuantitas dan 

kualitas 

sarana dan 

prasarana 

Kesadaran untuk 

menghormati 

HAM. 

Pembangunan 

HAM untuk 

menempatkan 

harkat martabat 
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dan yang saling 

bertentangan 

penyiapan 

hukum yang 

mendukung 

pembangunan 

dan pasar 

bebas. 

bagi aparat 

penyidik. 

manusia yang 

seimbang. 

Penyempurn an 

kerangka sistem 

hukum nasional, 

inventarisai 

tatanan hukum 

yang berlaku, 

ratifikasi 

perjanjian 

Internasional. 

Kemampuan 

penyuluhan dan 

keteladaan aparat 

penegak hukum. 

Pengembanga

n sistem 

jaringan 

informasi dan 

dokumentash

ukum. 

Mengembangka

n disiplin 

nasional. 

Memperhatikan 

prinsip HAM 

universal, 

pelaksanaan 

pemajuan HAM oleh 

pemerintah, lembaga 

Negara 

lain, masyarakat, 

Komnas HAM, 

pengkajian ratifika

si. 

Penelitian dan 

pengembangan

hukum secara 

terpadu. 

Penerapa dan 

penegakan hukum 

yang tegas. 

Penerapan 

dan penegakan 

hukum yang 

tegas. 

Kesadaran hukum 

melalui 

Pendidikan, 

sosialisasi 

dan penyuluhan 

hukum. 

Pengaturan HAM 

dalam 

Perundangan. 

 Peningkatan     pe

layanan dan 

bantuan hukum. 

  Penegakan HAM 

melalui kerjasama 

regional dan 

internasional. 

 Peningkatan 

pelayanan dan 

bantuan hukum 

  Peningkatan 

pelayanan dan 

bantuan hukum 

 Penataan fungsi    
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dan peranan 

profesi hukum. 

 Pembaharuansiste

m dan kurikulum 

pendidikan 

hukum. 

   

Sumber: GBHN 1998 Bidang Hukum 

 

b. Garis Politik Hukum Menurut RPJPN 2005-2025
12

 

Perubahan UUD 1945 meneyebabkan terjadinya perubahan politik hukum dalam 

membuat landasan pembagunan nasional, dikatan bahwa bangsa Indonesia dianggap 

kehilangan arah dalam menjalankan berbagai program 

pembangunannya, setelah model Garis-garisBesar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi dikenal 

sebagaimana pernah dipraktekkan sebelumnya. Sehingga, dibutuhkan suatu panduan yang 

menjadi penggerak berbagai agenda pembangunan di setiap Mngkatan dalam konteks saling 

terkoordinasi satu sama lain. Undang-Undang RPJPN bermula saat pemerintah mengajukan 

draft RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. RUU ini adalah tindak lanjutatan Surat Presiden No. 

R-01/PU/ll/2005 tertanggal 18 Maret 2005 yang telah disampaikan kepada DPR. Usaha 

tersebut merupakan konsekuensi atas keluarnya Undang-Undang NO 25 tahun 2004 tentang 

Sistem  perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 13 ayat (1), yang mengamanatkan adanya suatu dokumen negara  mengenai 

perencanaan jangka panjang, RPJPN dapat menjadi panduan untuk 

menentukan arah pembangunan selama jangka waktu yang panjang, yaitu selama 20 tahun, 

 

c. RPJMN Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

1. RPJMN 2004-2009
13

 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, maka sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah 

                                                           
12

 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 
13

 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN 2004-2009 
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disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang 

ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005. Seiring dengan berjalannya waktu, 

pelaksanaan RPJMN 2004-2009 telah melewati tahun ke empat. Berbagai kebijakan telah 

dilaksanakan dan tentu saja perlu dilihat seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai. 

Dengan demikian, untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah di- hasilkan perlu 

dilakukan evaluasi. Selain itu, hasil evaluasi juga merupakan bahan masukan bagi pemerintah 

dalam menyusun rencana pembangunan pada periode berikutnya atau RPJMN 2010-2014. 

Pelaksanaan Evaluai RPJMN ini merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
14

 

 

1.1 Visi RPJMN 2004-2009
15

 

Dalam RPJMN 2004-2009, tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui Visi 

Pembangunan Nasional. Adapun Visi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2004-2009 

ditetapkan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya kehidupan ma- syarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun 

dan damai. 

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, 

kesetara- an, dan hak asasi manusia (HAM). 

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan 

penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan 

yang berkelanjutan. 

 

1.2  Misi RPJMN 2004-2009
16

 

Upaya pencapaian Visi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2004-2009 pada tahap 

herikutnya dikongkretkan ke dalam langkah-langkah strata- gis melalui sebuah penetapan 

Misi Pembangunan Nasional. Misi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2004-2009 

meliputi 

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 

                                                           
14

 Pencapaian Sebuah Perubahan Evaluasi 4 tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 yang diterbitkan 

oleh Bappenas 
15

 Visi RPJMN 2004-2009 
16

 Misi,  RPJMN 2004-2009 
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2. Lima sasaran pokok. Sasaran pokok tersebut terdiri dari Sasaran Pertama adalah 

meningkatnya keadilan dan penegakan hukum melalui penetap- an prioritas 

Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum serta Penghormatan, 

Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia 

(HAM). Sasaran Kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran 

perempuan dalam berbagai bidang pembangunan melalui penetapan prioritas 

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan 

Perlindungan Anak. Sasaran Ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada 

masyarakat melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada revitalisasi proses 

desentralisasi dan otonomi daerah. Sasaran Keempat adalah meningkatnya pelayanan 

birokrasi kepada masyarakat melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada 

penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwiba Sasaran Kelima adalah 

terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) 2009 secara demokratis. jujur, dan adil 

3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 
 

 
 

2. RPJMN 2010-2014
17

 

Garis politik hukum RPJMN dapat dilhat dari skema di bawah ini.  

Skema: 6 

Kerangka Pikir Pembangunan Bidang Hukum Dan Aparatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Peraturan Presiden N0. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014 

KELOMPOK KEGIATAN 

Kualitas naskah akademik & RUU; 

Mekanisme Prolegnas / Prolegda; 

Pembenahan Per – UU an; Partisipasi 

Perspektif HAM dlm Per UU-an ; 

Kebijakan HAM; RAN HAM; Bantuan 

Hukum ;Penyelesaian kasus HAM 

Penindakan Tipikor; Pencegahan 

KKN; Partisipasi Masyarakat dalam 

Pemberantasan KKN. 

Kelembagaan Pelayanan (OSS) 

Manajemen Pelayanan Publik; SDM 

Pelayanan Publik 

Kelembagaan Ketatalaksanaan; SDM 

Aparatur; akuntabilitas; Manajemen 

Kinerja 

Kebijakan / Grand Desain; 

Koordinasi; 

Pemberdayaan Pegawai; Budaya 

Kerja 

KELOMPOK KEGIATAN 

Peningkatan Kinerja 

Lembaga di Bidang Hukum 

Peningkatan efektifitas 

Peraturan Perundang- 

undangan 

Peningkatan 

Penghormatan, Pemajuan & 

Pencegahan HAM. 

Peningkatan Penyelenggraan 

Pemerintahan yang 

Bersih dan Bebas KKN 

 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

Peningkatan Kapasitas dan 

Akuntabilitas Kinerja 

Birokrasi 

Pemantapan Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

Manajemen Perkara; 

Sarana / Prasarana Profesionalisme 

SDM ; Penawaran Penegakan Hukum 

IMPACT : KEADILAN DAN 

KEPASTIAN HUKUM 

SERTA PELAYANAN PUBLIK 

BERKUALITAS 

PRIORITAS : 

 

PENINGKATAN 

PENYELENGGARAAN TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN 

YANG BAIK 
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Sumber: Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Buku II Memperkuat Sinergi Antar Bidang 

Pembangunan Bab VIII Hukum dan Aparatur 

 

PERBANDINGAN POLITIK HUKUM MENURUT GBHN DAN RPJPN 

1. Dari segi defenisi 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang pembangunan 

nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun. Sedangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan 

Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan 

nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 

2005 hingga tahun 2025. 

2. Dari segi maksud dan tujuan  

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud untuk 

memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya 

dengan tujuan mewujudkan kondisi yang diinginkan, baik dalam jangka sedang 5 tahun 

maupun dalam jangka panjang 25 tahun, Sedangkan menurut Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 

20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan 

dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen 

bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan 

tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati 

bersama 

3. Dari segi landasan  

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional sedangkan Landasan idiil 

RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi 

seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan langsung dengan 

pembangunan nasional 
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4. Dari segi ruang lingkup 

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara Untuk memberikan gambaran mengenai 

wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta bagaimana mencapainya, 

baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka sedang, Garis-garis Besar Haluan 

Negara yang materinya meliputi Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka 

Panjang Kedua, Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, sedangkan menurut RPJPN 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 

5. Dari segi tujuan pembangunan nasional 

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara Pembangunan nasional bertujuan untuk 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan RPJP Nasional 

merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

6. Dari segi asas 

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan nasional. Asas-asas tersebut adalah asas keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan yang Maha Esa, asas manfaat, asas demokrasi Pancasila, asas adil dan 

merata, asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan, asas 

Hukum, asas Kemandirian, asas Kejuangan, asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

sedangka menurut RPJPN tidak ada secara konkrit 

7. Dari segi sasaran/arah pembangunan hukum 

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum 

nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

Sedangkan menurut RPJPN, Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak 

asasi manusia, Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan 

demokrasi, Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan 

politik, Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada 

prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan, Terwujudnya konsolidasi 

demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik 

8. Dari segi skala prioritas  

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara dengan ditetapkannya bidang ekonomi 

sedangkan menurut RPJPN diarahkan pada Pembangunan hukum yang diarahkan 

untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
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Secara sederhana perbandingan garis politik hukum antara GBHN RI 1998 dan RPJPN dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

No GBHN RPJPN 

1 Pengertian: 

GBHN adalah haluan negara 

tentang pembangunan nasional 

dalam garis-garis besar 

sebagai pernyataan kehendak 

rakyat yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan 

Rakyat setiap lima tahun. 

Pengertian: 

RPJPN adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional yang merupakan 

jabaran dari tujuan dibentuknya 

Pemerintahan Negara Indonesia yang 

tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, 

misi, dan arah pembangunan nasional 

untuk masa 20 

2 Maksud dan tujuan: 

untuk memberikan arah bagi 

perjuangan bangsa Indonesia 

dalam mengisi 

kemerdekaannya dengan 

tujuan mewujudkan kondisi 

yang diinginkan, baik dalam 

jangka sedang 5 tahun maupun 

dalam jangka panjang 25 

tahun, sehingga secara 

bertahap cita-cita bangsa 

Indonesia seperti yang 

termaktub dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dapat 

dicapai 

Maksud dan tujuan: 

memberikan arah sekaligus menjadi 

acuan bagi seluruh komponen bangsa 

(pemerintah, masyarakat, dan dunia 

usaha) di dalam mewujudkan cita-cita 

dan tujuan nasional sesuai dengan visi, 

misi, dan arah pembangunan yang 

disepakati bersama sehingga seluruh 

upaya yang dilakukan oleh pelaku 

pembangunan bersifat sinergis, 

koordinatif, dan saling melengkapi satu 

dengan lainnya di dalam satu pola sikap 

dan pola tindak. 

 

3 Landasan:  

Garis-garis Besar Haluan 

Negara disusun dengan 

Pancasila sebagai landasan 

Landasan:  

RPJPN diambil dari Visi dan Misi 

Presiden terpilih dengan dasar landasan 

operasionalnya meliputi seluruh 
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idiil dan Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional sedangkan 

ketentuan peraturan perundangundangan 

yang berkaitan langsung dengan 

pembangunan nasional, yaitu: 

i. Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 

VII/MPR/2001 Tentang Visi 

Indonesia Masa Depan; 

ii. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

iii. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

iv. Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional;  

v. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah;  

vi. Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

 

4 Ruang lingkup: 

Untuk memberikan gambaran 

mengenai wujud masa depan 

yang diinginkan dan 

diperjuangkan serta bagaimana 

mencapainya, baik dalam 

Ruang lingkup: 

menjadi pedoman dalam penyusunan 

RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi 

dan Program Presiden. 
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jangka panjang maupun dalam 

jangka sedang 

 

5 Tujuan pembangunan 

nasional: 

untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur 

yang merata materiil dan 

spiritual berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 

1945 dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

yang merdeka, berdaulat, 

bersatu, dan berkedaulatan 

rakyat dalam suasana 

perikehidupan bangsa yang 

aman, tenteram, tertib, dan 

dinamis dalam lingkungan 

pergaulan dunia yang 

merdeka, bersahabat, tertib, 

dan damai, 

 

Tujuan pembangunan nasional: 

merupakan penjabaran dari tujuan 

dibentuknya Pemerintahan Negara 

Indonesia yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yaitu untuk melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk 

rumusan visi, misi dan arah 

Pembangunan Nasional. 

 

6 Asas: 

Asas Keimanan dan 

Ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, asas manfaat, 

asas demokrasi pancasila, asas 

adil dan merata, asas 

keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan dalam 

Perikehidupan, asas hokum, 

asas kemandirian, asas 

kejuangan, asas ilmu 

Asas: 

Tidak ada asas secara konkrit 
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pengetahuan dan teknologi,  

 

7 Sasaran/arah pembangunan 

hukum: 

Terbentuk dan berfungsinya 

sistem hukum nasional yang 

mantap, bersumberkan 

Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, dengan 

memperhatikan kemajemukan 

tatanan hukum yang berlaku, 

yang mampu menjamin 

kepastian, ketertiban, 

penegakan, dan perlindungan 

hukum yang berintikan 

keadilan dan kebenaran, serta 

mampu mengamankan dan 

mendukung pembangunan 

nasional, yang didukung oleh 

aparatur hukum, sarana, dan 

prasarana yang memadai serta 

masyarakat yang sadar dan 

taat hukum. 

 

Sasaran/arah pembangunan hokum: 

Terciptanya supremasi hukum dan 

penegakkan hak-hak asasi manusia yang 

bersumber pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya 

sistem hukum nasional yang 

mencerminkan kebenaran, keadilan, 

akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya 

penegakan hukum tanpa memandang 

kedudukan, pangkat, dan jabatan 

seseorang demi supremasi hukum dan 

terciptanya penghormatan pada hak-hak 

asasi manusia. Menciptakan landasan 

konstitusional untuk memperkuat 

kelembagaan demokrasi. Memperkuat 

peran masyarakat sipil dan partai politik 

dalam kehidupan politik. Memantapkan 

pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang 

menitikberatkan pada prinsip-prinsip 

toleransi, non-diskriminasi, dan 

kemitraan. Terwujudnya konsolidasi 

demokrasi pada berbagai aspek 

kehidupan politik yang dapat diukur 

dengan adanya pemerintah yang 

berdasarkan hukum, birokrasi yang 

professional dan netral, masyarakat sipil, 

masyarakat politik dan masyarakat 

ekonomi yang mandiri, serta adanya 

kemandirian nasional. 
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8 Skala prioritas:  

bidang ekonomi 

 

Skala prioritas:  

Pembangunan hukum diarahkan untuk 

mendukung terwujudnya pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan 

 

 

 

KESIMPULAN 

kesimpulan terhadap hasil analisis pada penelitian ini. Selain menguraikan kesimpulan, 

juga akan memberikan beberapa saran yang sebagai masukan terhadap pihak-pihak yang 

terkait langsung dalam permaslahan ini. 

1. Pentinganya landasan Pembangunan Nasional bagi suatu bangsa adalah  untuk 

menjadi acuan polstranas bagi suatu negara, karena pembangunan nasional merupakan 

rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang 

dasar 1945, yaitu ―melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia 

memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan 

ketertiban dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 

2. Terjadinya Perubahan Garis politik Hukum Nasional diawali dengan adanya 

perubahan (amandement) UUD 1945 sebagai tuntutan reformasi dengan alasan, yaitu 

historis, filosofis, teoretis, yuridis, dan politis-praktis. Pada masa orde baru negara kita 

menjalankan politik strategi nasional berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR 

dimana saat itu Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian GBHN 

tersebutlah yang akan menjadi acuan sebagai politik strategi nasional. Kebijakan ini 

kemudian berubah dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden 

dan wakil presiden sejak tahun 2004. GBHN yang pada masa orde baru digunakan 

sebagai acuan penyusunan polstranas kini diganti dengan dengan pidato visi dan misi 

dari Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR ketika 

diangkat secara resmi dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.  

3. Terlihat jelas perbandingan antara GBHN RI 1998 dan RPJPN dari segi Pengertian, 

maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup, asas, sasaran/arah pembangunan 

dan skala prioritas yang ingin dicapai. perencanaan pembangunan jangka panjang 

(long term) hendaknya diarahkan pada peningkatan kapasitas agar mampu 

menghadapi kondisi lingkungan yang bagaimanapun. Sifat dasar perencanaan 
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pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas adalah evolutif (berubah 

ke arah lebih baik), adaptif (menyesuaikan) dan partisipatif (selalu menjalin 

interkoneksitas dengan cara memperhatikan aspirasi masyarakat). Salah satu elemen 

dalam meningkatkan kapasitas adalah membangun kualitas manusia Indonesia dan 

daerah, sehingga diharapkan membentuk ketahanan nasional yang prima yang mampu 

mempertahankan keberlangsungan keberadaannya apapun kondisi lingkungan 

strategis yang terjadi. 
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